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BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
 

NOMOR 85 TAHUN 2023 

 
TENTANG  

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 56 TAHUN 2021 
TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS 

ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2021-2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) 

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 

telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 
Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2021-2025; 
b. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 Tahun 2021 

tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2021-2025 perlu disesuaikan dengan perkembangan 
hukum dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Sumedang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Induk 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

2. Undang-Undang … 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5952); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5952); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6400); 

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang 
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Nasional Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 233); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 

Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi 

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 209); 

 
11. Peraturan … 
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11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan 

Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1026); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 261); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang 

Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 994); 

14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan 

Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1375); 

15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang     Nomor 4); 

18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2015 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas 

Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 

2015 Nomor 94); 

19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 

2021 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 99 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 

Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 99); 

20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 Tahun 2021 

tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2021 Nomor 56); 

 
 

MEMUTUSKAN … 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan

  
 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 56 TAHUN 2021 
TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN 

BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
SUMEDANG TAHUN 2021-2025. 

   
  Pasal I 

Ketentuan BAB IV Lampiran Peraturan Bupati Sumedang 

Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 56) disisipkan angka 

4.2a dan Tabel 6.2 BAB VI diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 

   
 

Ditetapkan di Sumedang 

pada tanggal 7 Juni 2023  
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

ttd 
 

DONY AHMAD MUNIR 

 
Diundangkan di Sumedang 

pada tanggal 7 Juni 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG, 

 

ttd        
 

HERMAN SURYATMAN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 85 
 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA 
KABUPATEN SUMEDANG, 

 
Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si. 
NIP. 19680828 200701 2 022 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
NOMOR        TAHUN 2023 

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

SUMEDANG NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG 
RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN 

BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021-2025 

 

BAB IV 

DESAIN ARSITEKTUR UMUM SPBE KABUPATEN SUMEDANG 

 

4.2a. Referensi Arsitektur SPBE Kabupaten Sumedang 

4.2a.1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB) 

A. Pemahaman RAB 

RAB digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe 

dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/proses yang dilakukan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian RAB ini harus 

mencakup seluruh aktivitas yang mungkin akan dilakukan. Mengingat 

bahwa SPBE diterapkan pada sebuah organisasi yang memiliki sifat 

legal formal yang tinggi (sebuah negara) maka RAB disusun 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan akan selalu 

disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan 

yang ada. 

RAB ini disusun dengan cara menjabarkan fungsi bisnis dari 

fungsi-fungsi Perangkat Daerah berdasarkan standar penamaan bisnis 

yang umum dibandingkan dari sisi organisasi Perangkat Daerahnya. 

RAB mengelompokan fungsi bisnis dari setiap Perangkat Daerah 

untuk menggambarkan potensi kolaborasi antar IPPD serta 

pengintegrasian secara terpadu di setiap elemen pemerintahan dalam 

melakukan fungsi-fungsi yang diemban. Hal ini bertujuan agar 

pemanfaatan TIK pada IPPD dapat mendorong pencapaian tujuan 

pemerintah dalam menyediakan layanan pemerintah dan 

meningkatkan akuntabilitas administrasi pemerintahan secara efektif, 

efisien dan akuntabel serta mengurangi pemborosan anggaran belanja 

TIK yang diakibatkan karena adanya duplikasi pembelanjaan. 

Dikarenakan RAB ini dikembangkan secara umum dan tidak 

terikat dengan organisasi yang ada, maka diharapkan dapat 

mengakomodasi setiap fungsi organisasi yang ada setiap IPPD, serta 
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para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan fungsi 

bisnis dari instansi pemerintah. Dengan tidak membedakan organisasi 

yang mengemban urusan pemerintahan tertentu, maka RAB SPBE 

dapat membantu memberikan analisa yang obyektif dalam 

penyederhanaan birokrasi yang menjadi prioritas agenda 

pembangunan. 

 

B. Struktur RAB 

Struktur dari RAB SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 

terdiri atas 4 (dua) tingkat, yaitu: 

1) Sektor Pemerintahan, yang mengelompokkan fungsi pemerintahan ke 

dalam sektor pemerintahan sebagai RAB tingkat 1 (pertama);  

2) Urusan Pemerintahan, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang 

diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang 

diamanatkan oleh Undang-Undang, dikelompokkan ke dalam urusan 

pemerintahan sebagai RAB tingkat 2 (kedua); 

3) Fungsi Pemerintahan, yang diambil dari level 0 Proses Bisnis 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai RAB tingkat 3 (tiga); 

dan 

4) Sub Fungsi Pemerintahan, yang diambil dari level 1 Proses Bisnis 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai RAB tingkat 4 

(empat). 

 

C. Taksonomi RAB 

RAB SPBE Nasional terdiri dari 9 (sembilan) sektor pemerintahan 

di tingkat 1 (satu) dan 46 (empat puluh enam) urusan pemerintahan di 

tingkat 2 (dua) dan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 

ditambah  fungsi pemerintahan di tingkat 3 (tiga) diambil dari dari level 

0 Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang  dan Sub 

Fungsi Pemerintahan di tingkat 4 yang diambil dari level 1 Proses Bisnis 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. 
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Tabel 4.2  

Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB) 
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4.2a.2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) 

A. Pemahaman RAD. 

RAD merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang 

terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang telah 

dijelaskan pada Sub Bab RAB. Dengan adanya taksonomi dalam RAD 

yang selaras dengan RAB, maka memberikan kemudahan dalam 

menentukan metoda berbagi pakai data (Data Share) dengan 

menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan 

secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redudansi 

data, sehingga dapat terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi. 

Hal ini perlu diperhatikan untuk memberikan data yang lebih 

akurat dan berkualitas dalam menghasilkan layanan pemerintah yang 

diperlukan, dimana hal ini juga menjadi tujuan dalam pelaksanaan Satu 

Data Indonesia (SDI) dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. 

Interoperabilitas yang dimiliki oleh data dan informasi dalam SPBE 

memungkinkan adanya asas berbagi pakai data dan informasi secara 

lintas instansi, serta menjadi acuan dalam pengelolaan data dan 

informasi SPBE bagi IPPD. Data dan informasi yang laik dan dapat 

dipercaya, diperlukan dalam menghasilkan layanan SPBE yang baik. 



- 7 - 

 

RAD ini merupakan acuan dalam memetakan arsitektur data dalam 

penerapan SPBE. 

Dengan meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi 

pemerintah ini, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 

prioritas agenda pembangunan di semua lini, melalui pengambilan 

keputusan yang tepat sasaran (Data-Driven Government). Data yang valid, 

merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara. 

 

B. Struktur RAD 

Struktur dari RAD SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, 

yaitu: 

1) Data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data sektor 

pemerintahan dan data pendukung umum sebagai RAD tingkat 1 

(pertama); dan 

2) Data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban 

oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh 

UU, dikelompokkan ke dalam data urusan pemerintahan dan uraian 

data pendukung umum sebagai RAD tingkat 2 (kedua). 

Struktur dari RAD SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 

ditambah 2 (dua) tingkat, yaitu: 

1) Data Topik, sebagai RAD tingkat 3 (tiga); dan 

2) Data Sub Topik, sebagai RAD tingkat 4 (empat). 

 

C. Taksonomi RAD 

RAD SPBE Nasional terdiri dari 10 (sepuluh) data pokok di tingkat 

1 (satu) dan 50 (lima puluh) data tematik di tingkat 2 (dua). Sementara 

untuk data Topik dan Sub Topik diambil dari sasaran RPJMD Kabupaten 

Sumedang. 
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Tabel 4.3 

Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) 
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5 Jumlah 

Koperasi Aktif 
Menurut 
Kecamatan di 
Kabupaten 

Sumedang 

Koperas

i 

- Terbuka Data 

Statistik 

Tahunan Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil, 
Menengah, 
Perdagangan 
dan 

Perindustrian 

Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 

Ekonomi 
dan 
Industri 

RAD.02.

09 
koperas
i 

RAD.02.09

.02 
pengelolaa
n produksi 
dan 

pemasaran 
koperasi 

RAD.02.09.0

2.02 Jumlah 
Koperasi 
Menurut 
Jenis 

Koperasi dan 
Kecamatan 

        
Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil, 
Menengah, 
Perdagangan dan 
Perindustrian 

6 Jumlah 

Koperasi 
Menurut Jenis 
Koperasi dan 
Kecamatan di 

Kabupaten 
Sumedang 

Koperas

i 

 
Terbuka Data 

Statistik 

Tahunan Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil, 
Menengah, 
Perdagangan 
dan 

Perindustrian 

Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 

Ekonomi 
dan 
Industri 

RAD.02.

09 
koperas
i 

RAD.02.09

.02 
pengelolaa
n produksi 
dan 

pemasaran 
koperasi 

RAD.02.09.0

2.03 Jumlah 
Koperasi 
Menurut 
Jenis usaha 

(produksi, 
konsumsi, 
simpan 
pinjam dan 
serba usaha) 

per 
Kecamatan 

        
Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil, 
Menengah, 
Perdagangan dan 
Perindustrian 
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7 Jumlah 
Koperasi Unit 
Desa Tingkat 

Primer 
Menurut 
Kecamatan di 
Sumedang 

Koperas
i 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil, 
Menengah, 

Perdagangan 
dan 
Perindustrian 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 
dan 

Industri 

RAD.02.
09 
koperas

i 

RAD.02.09
.02 
pengelolaa

n produksi 
dan 
pemasaran 
koperasi 

RAD.02.09.0
2.04 Jumlah 
Koperasi 

Unit Desa 
Tingkat 
Primer 
Menurut 

Kecamatan 

        
Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil, 
Menengah, 

Perdagangan dan 
Perindustrian 

8 Jumlah 
Koperasi, KUD 

dan Non KUD 
Menurut 
Kecamatan di 
Sumedang 

Koperas
i 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil, 

Menengah, 
Perdagangan 
dan 
Perindustrian 

Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 

dan 
Industri 

RAD.02.
09 

koperas
i 

RAD.02.09
.02 

pengelolaa
n produksi 
dan 
pemasaran 

koperasi 

RAD.02.09.0
2.04 Jumlah 

Koperasi 
Unit Desa 
Tingkat 
Primer 

Menurut 
Kecamatan 

        
Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil, 

Menengah, 
Perdagangan dan 
Perindustrian 

9 Luas Tanaman 

Perkebunan 
Menurut 
Kecamatan 
dan Jenis 

Tanaman di 
Kabupaten 
Sumedang 
(hektar) 

Perkebu

nan 

 
Terbuka Data 

Statistik 

Tahunan Dinas 

Pertanian dan 
Ketahanan 
Pangan 

Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 

Ekonomi 
dan 
Industri 

RAD.02.

03 
pertania
n 

RAD.02.03

.02 
peningkata
n produksi 
pertanian 

RAD.02.03.0

3.11 Luas 
Areal dan 
Produksi 
Perkebunan 

Besar 
Negara 
Menurut 
Jenis 
Tanaman 

        
Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan 

10 Luas Panen 
Tanaman 

Sayuran 
Menurut 
Kecamatan 
dan Jenis 
Tanaman di 

Kabupaten 
Sumedang (ha) 

Sayura
n 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Pertanian dan 

Ketahanan 
Pangan 

Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 

dan 
Industri 

RAD.02.
03 

pertania
n 

RAD.02.03
.02 

peningkata
n produksi 
pertanian 

RAD.02.03.0
2.01 

Produksi 
Buah-
buahan Dan 
Sayuran 

        
Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan 

11 Produksi 
Tanaman 
Sayuran 
Menurut 
Kecamatan 

dan Jenis 
Tanaman di 
Kabupaten 
Sumedang 
(kuintal) 

Sayura
n 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Pertanian dan 
Ketahanan 
Pangan 

Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 
dan 
Industri 

RAD.02.
03 
pertania
n 

RAD.02.03
.02 
peningkata
n produksi 
pertanian 

RAD.02.03.0
2.01 
Produksi 
Buah-
buahan Dan 

Sayuran 

        
Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan 

12 Luas Panen 
Tanaman 

Sayuran dan 
Buah-buahan 
Semusim 
Menurut Jenis 
Tanaman di 

Kabupaten 
Sumedang (ha) 

Sayura
n 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Pertanian dan 

Ketahanan 
Pangan 

Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 

dan 
Industri 

RAD.02.
03 

pertania
n 

RAD.02.03
.02 

peningkata
n produksi 
pertanian 

RAD.02.03.0
2.01 

Produksi 
Buah-
buahan Dan 
Sayuran 

        
Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan 

13 Luas Panen 
Tanaman 
Biofarmaka 
Menurut 
Kecamatan 

dan Jenis 
Tanaman di 
Kabupaten 
Sumedang 

(m2) 

Biofarm
a 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Pertanian dan 
Ketahanan 
Pangan 

Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 
dan 
Industri 

RAD.02.
04 
perkebu
nan 

RAD.02.04
.05 
pengemba
ngan bio 
energi 

RAD.02.04.0
5.01 Panen 
Tanaman 
Biofarmaka 

        
Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan 
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14 Produksi 
Tanaman 
Biofarmaka 

Menurut 
Kecamatan 
dan Jenis 
Tanaman di 

Kabupaten 
Sumedang (kg) 

Biofarm
a 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Pertanian dan 
Ketahanan 

Pangan 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 
dan 

Industri 

RAD.02.
04 
perkebu

nan 

RAD.02.04
.05 
pengemba

ngan bio 
energi 

RAD.02.04.0
5.01 Panen 
Tanaman 

Biofarmaka 

        
Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan 

15 Luas Panen 

Tanaman 
Biofarmaka 
Menurut Jenis 
Tanaman di 

Kabupaten 
Sumedang 
(m2) 

Biofarm

a 

 
Terbuka Data 

Statistik 

Tahunan Dinas 

Pertanian dan 
Ketahanan 
Pangan 

Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 

Ekonomi 
dan 
Industri 

RAD.02.

04 
perkebu
nan 

RAD.02.04

.05 
pengemba
ngan bio 
energi 

RAD.02.04.0

5.01 Panen 
Tanaman 
Biofarmaka 

        
Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan 

16 Produksi 
Tanaman 
Biofarmaka 
Menurut Jenis 

Tanaman di 
Kabupaten 
Sumedang (kg) 

Biofarm
a 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Pertanian dan 
Ketahanan 
Pangan 

Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 

Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 
dan 
Industri 

RAD.02.
04 
perkebu
nan 

RAD.02.04
.05 
pengemba
ngan bio 

energi 

RAD.02.04.0
5.01 Panen 
Tanaman 
Biofarmaka 

        
Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan 

17 Luas Panen 
Tanaman Hias 
Menurut 
Kecamatan 

dan Jenis 
Tanaman di 
Kabupaten 
Sumedang 
(m2) 

Tanama
n Hias 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Pertanian dan 
Ketahanan 
Pangan 

Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 

Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 
dan 
Industri 

RAD.02.
03 
pertania
n 

RAD.02.03
.02 
peningkata
n produksi 

pertanian 

RAD.02.03.0
3.27 
Produksi 
Tanaman 

Hias 
Menurut 
Kecamatan 
dan Jenis 
Tanaman 

        
Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan 

18 Produksi 
Tanaman Hias 

Menurut 
Kecamatan 
dan Jenis 
Tanaman di 
Kabupaten 

Sumedang 
(tangkai) 

Tanama
n Hias 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Pertanian dan 

Ketahanan 
Pangan 

Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 

dan 
Industri 

RAD.02.
03 

pertania
n 

RAD.02.03
.02 

peningkata
n produksi 
pertanian 

RAD.02.03.0
3.26 

Produksi 
Tanaman 
Hias 
Menurut 
Jenis 

Tanaman 

        
Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan 

19 Luas Panen 
Tanaman Hias 
Menurut Jenis 
Tanaman di 
Kabupaten 

Sumedang 
(m2) 

Tanama
n Hias 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Pertanian dan 
Ketahanan 
Pangan 

Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 
dan 
Industri 

RAD.02.
03 
pertania
n 

RAD.02.03
.02 
peningkata
n produksi 
pertanian 

RAD.02.03.0
3.26 
Produksi 
Tanaman 
Hias 

Menurut 
Jenis 
Tanaman 

        
Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan 

20 Produksi 
Tanaman Hias 
Menurut Jenis 
Tanaman di 

Kabupaten 
Sumedang 
(tangkai) 

Tanama
n Hias 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Pertanian dan 
Ketahanan 
Pangan 

Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 

Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 
dan 
Industri 

RAD.02.
03 
pertania
n 

RAD.02.03
.02 
peningkata
n produksi 

pertanian 

RAD.02.03.0
3.27 
Produksi 
Tanaman 

Hias 
Menurut 
Kecamatan 
dan Jenis 
Tanaman 

        
Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan 

21 Produksi 
Buah-buahan 

Menurut 
Kecamatan 
dan Jenis 
Tanaman di 
Kabupaten 

Buah - 
Buahan 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Pertanian dan 

Ketahanan 
Pangan 

Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 

dan 
Industri 

RAD.02.
03 

pertania
n 

RAD.02.03
.02 

peningkata
n produksi 
pertanian 

RAD.02.03.0
2.01 

Produksi 
Buah-
buahan Dan 
Sayuran 

        
Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan 
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Sumedang 
(kuintal) 

22 Produksi 
Buah–Buahan 
dan Sayuran 

Tahunan 
Menurut Jenis 
Tanaman di 
Kabupaten 

Sumedang 
(ton) 

Buah - 
Buahan 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Pertanian dan 
Ketahanan 

Pangan 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 
dan 

Industri 

RAD.02.
03 
pertania

n 

RAD.02.03
.02 
peningkata

n produksi 
pertanian 

RAD.02.03.0
2.01 
Produksi 

Buah-
buahan Dan 
Sayuran 

        
Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan 

23 Produksi 

Tanaman 
Sayuran dan 
Buah-buahan 
Semusim 

Menurut Jenis 
Tanaman di 
Kabupaten 
Sumedang 
(kuintal) 

Buah - 

Buahan 

 
Terbuka Data 

Statistik 

Tahunan Dinas 

Pertanian dan 
Ketahanan 
Pangan 

Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 

Ekonomi 
dan 
Industri 

RAD.02.

03 
pertania
n 

RAD.02.03

.02 
peningkata
n produksi 
pertanian 

RAD.02.03.0

2.01 
Produksi 
Buah-
buahan Dan 

Sayuran 

        
Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan 

24 Jumlah 
Rumah Tangga 

Perikanan 
Tangkap 
Menurut 
Kecamatan 
dan Subsektor 

di Kabupaten 
sumedang 

Rumah 
Tangga 

Perikan
an 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas Perikanan 

dan Peternakan 
Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 

dan 
Industri 

RAD.02.
06 

perikan
an 

RAD.02.06
.02 

karantina 
perikanan 

RAD.02.06.0
2.01 Rumah 

Tangga 
Perikanan 

        
Dinas Perikanan 
dan Peternakan 

25 Produksi Ikan 
Konsumsi, 
Ikan Hias, dan 
Benih Ikan 
Menurut 

Kecamatan di 
Kabupaten 
Sumedang 

Ikan 
konsum
si 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas Perikanan 

dan Peternakan 
Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 
dan 
Industri 

RAD.02.
06 
perikan
an 

RAD.02.06
.05 
pengelolaa
n 
konservasi 

dan 
keanekara
gaman 
hayati laut 

RAD.02.06.0
5.01 Ikan 
Konsumsi 

        
Dinas Perikanan 
dan Peternakan 

26 Jumlah 
Rumah Tangga 
Perikanan 

Budidaya 
Menurut 
Kecamatan 
dan Jenis 
Budidaya di 

Kabupaten 
Sumedang 

Rumah 
Tangga 
Perikan

an 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas Perikanan 

dan Peternakan 
Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 
dan 

Industri 

RAD.02.
06 
perikan

an 

RAD.02.06
.02 
karantina 

perikanan 

RAD.02.06.0
2.01 Rumah 
Tangga 

Perikanan 

        
Dinas Perikanan 
dan Peternakan 

27 Produksi Ikan 
Konsumsi 
Menurut 
Kecamatan 
dan Habitat di 

Kabupaten 
Sumedang 
(kilogram) 

Ikan 
konsum
si 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas Perikanan 

dan Peternakan 
Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 
dan 
Industri 

RAD.02.
06 
perikan
an 

RAD.02.06
.05 
pengelolaa
n 
konservasi 

dan 
keanekara
gaman 
hayati laut 

RAD.02.06.0
5.01 Ikan 
Konsumsi 

        
Dinas Perikanan 
dan Peternakan 

28 Jumlah 
Perahu/Kapal 
Menurut 

Kecamatan 
dan Jenis 

Perahu 
 

Terbuka Data 
Statistik 

Tahunan Dinas Perikanan 
dan Peternakan 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 
dan 

Industri 

RAD.02.
06 
perikan

an 

RAD.02.06
.04 
pemberday

aan 
masyaraka

- 
        

Dinas Perikanan 
dan Peternakan 
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Kapal di 
Kabupaten 
Sumedang 

Persandian 
dan Statistik 

t 
perikanan 

29 Jumlah Nilai 
Investasi di 
Kabupaten 

Sumedang 

Investas
i 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Penanaman 
Modal dan 

Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 
dan 

Industri 

RAD.02.
08 
investas

i 

RAD.02.08
.02 
manajeme

n 
penanama
n modal 

RAD.02.08.0
2.01 Jumlah 
Nilai 

Investasi di 
Kabupaten 
Sumedang 
per sektor 

usaha   

        
Dinas Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

30 Izin 
Mendirikan 

Bangunan di 
Kabupaten 
Sumedang 

IMB 
 

Terbuka Data 
Statistik 

Tahunan Dinas 
Penanaman 

Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03.0
6 

Pertanah
an 

RAD.03.
06 

pertana
han 

RAD.03.06
.04 tata 

ruang 
tanah 

RAD.03.06.0
4.02 Izin 

Mendirikan 
Bangunan 

        
Dinas Penanaman 
Modal dan 

Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

31 Jumlah Unit 
Usaha di 
Kabupaten 

Sumedang 

Unit 
Usaha 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Penanaman 
Modal dan 

Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 
dan 

Industri 

RAD.02.
01 
industri 

RAD.02.01
.01 
pembinaan 

industri 
regional 

RAD.02.01.0
1.01 Jumlah 
pengendalia

n izin usaha 
industri 

        
Dinas Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

32 Jumlah 
Kunjungan 
Wisatawan ke 
Obyek Wisata 

Menurut 
Kecamatan di 
Sumedang 

Pariwis
ata 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Pariwisata, 
Kebudayaan, 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 

Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 
dan 
Industri 

RAD.02.
11 
pariwis
ata 

RAD.02.11
.02 
Kepariwisa
taan 

RAD.02.11.0
2.04 Jumlah 
Wisatawan 
Mancanegar

a dan Lokal 

        
Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, 
Kepemudaan dan 
Olah Raga 

33 Jumlah 
Museum di 
Kabupaten 
Sumedang 

Museu
m 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Pariwisata, 
Kebudayaan, 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 

Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 
dan 
Industri 

RAD.02.
11 
pariwis
ata 

RAD.02.11
.02 
Kepariwisa
taan 

RAD.02.11.0
2.05 
Museum 

        
Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, 
Kepemudaan dan 
Olah Raga 

34 Jumlah 
Rumah 
Makan/Restor
an Menurut 
Kecamatan di 

Kabupaten 
Sumedang 

Restora
n 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Pariwisata, 
Kebudayaan, 
Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 
dan 
Industri 

RAD.02.
11 
pariwis
ata 

RAD.02.11
.03 
pengelolaa
n faktor 
pendukun

g 
kepariwisa
taan 

RAD.02.11.0
3.01 
Banyaknya 
Rumah 
Makan/Rest

oran 
Menurut 
Kecamatan 

        
Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, 
Kepemudaan dan 
Olah Raga 

35 Sarana dan 
Prasarana Seni 
dan Budaya di 
Kabupaten 

Sumedang 

Seni 
dan 
Budaya 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Pariwisata, 
Kebudayaan, 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 

Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 
dan 
Industri 

RAD.02.
11 
pariwis
ata 

RAD.02.11
.03 
pengelolaa
n faktor 

pendukun
g 
kepariwisa
taan 

RAD.02.11.0
3.03 Sarana 
dan 
Prasarana 

Seni dan 
Budaya 

        
Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, 
Kepemudaan dan 
Olah Raga 

36 Jumlah 
fasilitas 
olahraga 

Kabupaten 
Sumedang 

Fasilita
s 
Olahrag

a 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Pariwisata, 
Kebudayaan, 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.02 
Ekonomi 
dan 

Industri 

RAD.02.
11 
pariwis

ata 

RAD.02.11
.03 
pengelolaa

n faktor 
pendukun
g 
kepariwisa

taan 

RAD.02.11.0
3.02 
Fasilitas 

olahraga 

        
Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, 
Kepemudaan dan 

Olah Raga 

37 Panjang Jalan 
Menurut 

Kondisi Jalan 
di Kabupaten 

Jalan 
 

Terbuka Data 
Statistik 

Tahunan Dinas 
Pekerjaan 

Umum dan 
Tata Ruang 

Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 

  
Ya 

  
RAD.03 
Pembang

unan 

RAD.03.
01 

Pekerja

RAD.03.01
.02 

pengelolaa
n 

RAD.03.01.0
3.07 Panjang 

Jalan 
Menurut 

        
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 

Ruang 
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Sumedang 
(km) 

Persandian 
dan Statistik 

Kewilaya
han 

an 
Umum 

infrastrukt
ur 
pekerjaan 

umum 

Kondisi 
Jalan di 
Kabupaten 

Sumedang 
(km) 
(mantap, 
baik, 

sedang, 
rusak 
ringan, 
rusak berat) 

38 Panjang Jalan 
Menurut 
Tingkat 

Kewenangan 
Pemerintahan 
di Kabupaten 
Sumedang 
(km) 

Jalan 
 

Terbuka Data 
Statistik 

Tahunan Dinas 
Pekerjaan 
Umum dan 

Tata Ruang 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 
Pembang
unan 

Kewilaya
han 

RAD.03.
01 
Pekerja

an 
Umum 

RAD.03.01
.02 
pengelolaa

n 
infrastrukt
ur 
pekerjaan 
umum 

RAD.03.01.0
3.08 Panjang 
Jalan 

Menurut 
Tingkat 
Kewenangan 
Pemerintaha
n di 

Kabupaten 
Sumedang 
(km)( baik, 
sedang, 
rusak 

ringan, 
rusak berat)    

        
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 

39 Panjang Jalan 
dan Kondisi 
Berdasarkan 
Administrasi 
Pemerintah di 

Kabupaten 
Sumedang 
(km) 

Jalan 
 

Terbuka Data 
Statistik 

Tahunan Dinas 
Pekerjaan 
Umum dan 
Tata Ruang 

Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 
Pembang
unan 
Kewilaya
han 

RAD.03.
01 
Pekerja
an 
Umum 

RAD.03.01
.02 
pengelolaa
n 
infrastrukt

ur 
pekerjaan 
umum 

RAD.03.01.0
3.05 Panjang 
Jalan dan 
Kondisi 
Berdasarkan 

Administrasi 
Pemerintah 
di 
Kabupaten 

Sumedang 
(km)       

        
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 

40 Panjang Jalan 

Berdasarkan 
Jenis 
Permukaan di 
Kabupaten 

Sumedang 
(km) 

Jalan 
 

Terbuka Data 

Statistik 

Tahunan Dinas 

Pekerjaan 
Umum dan 
Tata Ruang 

Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 

Pembang
unan 
Kewilaya
han 

RAD.03.

01 
Pekerja
an 
Umum 

RAD.03.01

.02 
pengelolaa
n 
infrastrukt

ur 
pekerjaan 
umum 

RAD.03.01.0

3.04 Panjang 
Jalan 
Berdasarkan 
Jenis 

Permukaan 
di 
Kabupaten 
Sumedang 
(km)  (aspal, 

beton, 
kerikil, 
tanah,  tidak 
terinci) 

        
Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata 
Ruang 

41 Jumlah Kantor 
Transmigrasi 
berdasarkan 

kondisi 
Berdasarkan 
Kecamatan di 
Kabupaten 
Sumedang 

Transmi
grasi 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas Tenaga 

Kerja dan 
Transmigrasi 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 
Pembang
unan 

Kewilaya
han 

RAD.03.
02 
Transmi

grasi 

RAD.03.02
.02 Bidang 
Transmigr

asi 

- 
        

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

42 Penduduk 
Berumur 15 

Tahun Ke Atas 
yang Bekerja 
Selama 
Seminggu yang 
Lalu Menurut 

Transmi
grasi 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 
Pembang

unan 
Kewilaya
han 

RAD.03.
02 

Transmi
grasi 

RAD.03.02
.03 

Pendidikan 
dan 
Pelatihan 
Transmigr
an 

RAD.03.02.0
3.02 Jumlah 

Transmigran 
lokal dilatih 

        
Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 
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Status 
Pekerjaan 
Utama 

43 Jumlah 
Penduduk 
Berumur 15 

Tahun Ke Atas 
yang Bekerja 
Selama 
Seminggu yang 

Lalu Menurut 
Lapangan 
Pekerjaan 
Utama 

Transmi
grasi 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas Tenaga 

Kerja dan 
Transmigrasi 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 
Pembang
unan 

Kewilaya
han 

RAD.03.
02 
Transmi

grasi 

RAD.03.02
.03 
Pendidikan 

dan 
Pelatihan 
Transmigr
an 

RAD.03.02.0
3.02 Jumlah 
Transmigran 

lokal dilatih 

        
Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

44 Pencari Kerja 
Terdaftar, 
Lowongan 

Kerja 
Terdaftar, dan 
Penempatan/P
emenuhan 
Tenaga Kerja 

Menurut 
Kabupaten/Ko
ta dan Jenis 
Kelamin 

Transmi
grasi 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas Tenaga 

Kerja dan 
Transmigrasi 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 
Pembang
unan 

Kewilaya
han 

RAD.03.
02 
Transmi

grasi 

RAD.03.02
.03 
Pendidikan 

dan 
Pelatihan 
Transmigr
an 

RAD.03.02.0
3.02 Jumlah 
Transmigran 

lokal dilatih 

        
Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

45 Pencari Kerja 
Terdaftar 
Menurut 

Pendidikan 
Tertinggi yang 
Ditamatkan 
dan Jenis 
Kelamin 

Transmi
grasi 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas Tenaga 

Kerja dan 
Transmigrasi 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 
Pembang
unan 

Kewilaya
han 

RAD.03.
02 
Transmi

grasi 

RAD.03.02
.03 
Pendidikan 

dan 
Pelatihan 
Transmigr
an 

RAD.03.02.0
3.02 Jumlah 
Transmigran 

lokal dilatih 

        
Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

46 Lowongan 
Kerja yang 

Terdaftar 
Menurut 
Lapangan 
Usaha di 
Sumedang 

Lowong
an 

Kerja 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 
Pembang

unan 
Kewilaya
han 

RAD.03.
02 

Transmi
grasi 

RAD.03.02
.03 

Pendidikan 
dan 
Pelatihan 
Transmigr
an 

RAD.03.02.0
3.02 Jumlah 

Transmigran 
lokal dilatih 

        
Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

47 Lowongan 
Kerja yang 

Telah Terisi 
Menurut 
Lapangan 
Usaha di 
Sumedang 

Lowong
an 

Kerja 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 
Pembang

unan 
Kewilaya
han 

RAD.03.
02 

Transmi
grasi 

RAD.03.02
.03 

Pendidikan 
dan 
Pelatihan 
Transmigr
an 

RAD.03.02.0
3.02 Jumlah 

Transmigran 
lokal dilatih 

        
Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

48 Lowongan 
Kerja yang 

Belum 
Dipenuhi 
Menurut 
Lapangan 
Usaha di Jawa 

Barat 

Lowong
an 

Kerja 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 
Pembang

unan 
Kewilaya
han 

RAD.03.
02 

Transmi
grasi 

RAD.03.02
.03 

Pendidikan 
dan 
Pelatihan 
Transmigr
an 

RAD.03.02.0
3.02 Jumlah 

Transmigran 
lokal dilatih 

        
Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

49 Jumlah 

Pencari Kerja 
Menurut 
Tingkat 
Pendidikan 
yang 

Ditamatkan di 
Jawa Barat 

Transmi

grasi 

 
Terbuka Data 

Statistik 

Tahunan Dinas Tenaga 

Kerja dan 
Transmigrasi 

Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 

Pembang
unan 
Kewilaya
han 

RAD.03.

02 
Transmi
grasi 

RAD.03.02

.03 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan 
Transmigr

an 

RAD.03.02.0

3.02 Jumlah 
Transmigran 
lokal dilatih 

        
Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi 
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50 Jumlah 
Pencari Kerja 
Laki-laki 

Menurut 
Tingkat 
Pendidikan 
yang 

Ditamatkan di 
Jawa Barat 

Transmi
grasi 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas Tenaga 

Kerja dan 
Transmigrasi 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 
Pembang
unan 

Kewilaya
han 

RAD.03.
02 
Transmi

grasi 

RAD.03.02
.03 
Pendidikan 

dan 
Pelatihan 
Transmigr
an 

RAD.03.02.0
3.02 Jumlah 
Transmigran 

lokal dilatih 

        
Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

51 Jumlah 

Pencari Kerja 
Perempuan 
Menurut 
Tingkat 

Pendidikan 
yang 
Ditamatkan di 
Jawa Barat 

Transmi

grasi 

 
Terbuka Data 

Statistik 

Tahunan Dinas Tenaga 

Kerja dan 
Transmigrasi 

Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 

Pembang
unan 
Kewilaya
han 

RAD.03.

02 
Transmi
grasi 

RAD.03.02

.03 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan 

Transmigr
an 

RAD.03.02.0

3.02 Jumlah 
Transmigran 
lokal dilatih 

        
Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi 

52 Jumlah 
Angkutan di 
Kabupaten 

Sumedang 

Transpo
rtasi 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Perhubungan 
Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 
Pembang
unan 

Kewilaya
han 

RAD.03.
03 
Transpo

rtasi 

RAD.03.03
.02 
Pengelolaa

n 
Transporta
si 

RAD.03.03.0
2.03 Jumlah 
moda 

angkutan 
umum 
(AKAP, 
AKDP, bus, 
angkutan 

kota, 
angkutan 
desa 

        
Dinas Perhubungan 

53 Data Trayek 
Angkutan di 
Sumedang 

Transpo
rtasi 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Perhubungan 
Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 

Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 
Pembang
unan 
Kewilaya

han 

RAD.03.
03 
Transpo
rtasi 

RAD.03.03
.02 
Pengelolaa
n 

Transporta
si 

RAD.03.03.0
2.01 Trayek 
Angkutan 

        
Dinas Perhubungan 

54 Jumlah 
Rambu di 
Kabupaten 
Sumedang 

Transpo
rtasi 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Perhubungan 
Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 
Pembang
unan 
Kewilaya
han 

RAD.03.
03 
Transpo
rtasi 

RAD.03.03
.03 
Pengelolaa
n 
Keamanan 

dan 
Keselemat
an 
Transporta
si 

RAD.03.03.0
3.01 Jumlah 
Rambu 

        
Dinas Perhubungan 

55 Jumlah Total 
PJU Tiap 

Kecamatan Di 
Kabupaten 
Sumedang 

Transpo
rtasi 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Perhubungan 
Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 
Pembang

unan 
Kewilaya
han 

RAD.03.
03 

Transpo
rtasi 

RAD.03.03
.02 

Pengelolaa
n 
Transporta
si 

RAD.03.03.0
2.02 Total 

PJU 

        
Dinas Perhubungan 

56 Jumlah 
Rumah dan 
pemukiman 

Berdasarkan 
Kondisi di 
Kecamatan di 
Kabupaten 
Sumedang 

Pemuki
man 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Perumahan 
Kawasan 

Permukiman 
dan 
Pertanahan 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 
Pembang
unan 

Kewilaya
han 

RAD.03.
04 
Peruma

han 

RAD.03.04
.03 
Pengemba

ngan 
Kawasan 
Permukim
an 

RAD.03.04.0
3.01 Rumah 
dan 

pemukiman 
Berdasarkan 
Kondisi   

        
Dinas Perumahan 
Kawasan 
Permukiman dan 

Pertanahan 

57 Program 
Pengelolaan 

dan 
Pengembangan 
Sistem Air 
Limbah 

Limbah 
 

Terbuka Data 
Statistik 

Tahunan Dinas 
Perumahan 

Kawasan 
Permukiman 
dan 
Pertanahan 

Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.07 
Lingkung

an dan 
Sumber 
Daya 
Alam 

RAD.07.
05 

Lingkun
gan 
hidup 

RAD.07.05
.02 

Pelestarian 
lingkunga
n hidup 

RAD.07.05.0
2.22 

Pengolahan 
Air Limbah 

        
Dinas Perumahan 
Kawasan 

Permukiman dan 
Pertanahan 
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58 Pemerintahan 
Desa/Kelurah
an Menurut 

Kecamatan di 
Kabupaten 
Sumedang 

Desa 
 

Terbuka Data 
Statistik 

Tahunan Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

dan Desa 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 
Pembang
unan 

Kewilaya
han 

RAD.03.
05 
pemban

gunan 
kawasa
n atau 
daerah 

tertingg
al 

RAD.03.05
.03 
pembangu

nan desa 
dan 
kawasan 
pedesaan 

RAD.03.05.0
3.02 
Pemerintaha

n 
Desa/Kelura
han 

        
Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 

59 Penduduk, 

Laju 
Pertumbuhan 
Penduduk per 
Tahun, 

Distribusi 
Persentase 
Penduduk, 
Kepadatan 
Penduduk, 

Rasio Jenis 

Pertum

buhan 
Pendud
uk 

 
Terbuka Data 

Statistik 

Tahunan Dinas 

Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 

Pembang
unan 
Kewilaya
han 

RAD.03.

07 
Kepend
udukan 

RAD.03.07

.01 
Pembinaan 
Kependud
ukan 

Regional 

RAD.03.07.0

1.02 Laju 
Pertumbuha
n Penduduk 

        
Dinas 

Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

60 Jumlah 

Penduduk 
Menurut 
Kelompok 
Umur dan 
Jenis Kelamin 

di Kabupaten 
Sumedang 

Pendud

uk 

 
Terbuka Data 

Statistik 

Tahunan Dinas 

Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 

Pembang
unan 
Kewilaya
han 

RAD.03.

07 
Kepend
udukan 

RAD.03.07

.01 
Pembinaan 
Kependud
ukan 
Regional 

RAD.03.07.0

1.01 
Penduduk 

        
Dinas 

Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

61 Jumlah 
Penduduk 
Berdasarkan 
Usia Sekolah 
Berdasarkan 

Kecamatan di 
Kabupaten 
Sumedang 

Pendud
uk 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 
Pembang
unan 
Kewilaya
han 

RAD.03.
07 
Kepend
udukan 

RAD.03.07
.01 
Pembinaan 
Kependud
ukan 

Regional 

RAD.03.07.0
1.01 
Penduduk 

        
Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

62 Jumlah 
Penduduk 
Berdasarkan 
Tingkat 

Pendidikan 
Berdasarkan 
Kecamatan di 
Kabupaten 
Sumedang 

Pendud
uk 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 

Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 
Pembang
unan 
Kewilaya

han 

RAD.03.
07 
Kepend
udukan 

RAD.03.07
.01 
Pembinaan 
Kependud

ukan 
Regional 

RAD.03.07.0
1.01 
Penduduk 

        
Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

63 Penduduk 
Berdasarkan 

Status 
Perkawinan 
Berdasarkan 
Kecamatan di 
Kabupaten 

Sumedang 

Pendud
uk 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 
Sipil 

Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 
Pembang

unan 
Kewilaya
han 

RAD.03.
07 

Kepend
udukan 

RAD.03.07
.01 

Pembinaan 
Kependud
ukan 
Regional 

RAD.03.07.0
1.01 

Penduduk 

        
Dinas 
Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

64 Jumlah 

Penduduk 
Menurut 
Kabupaten/Ko
ta di Provinsi 
Jawa Barat 

Pendud

uk 

 
Terbuka Data 

Statistik 

Tahunan Dinas 

Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.03 

Pembang
unan 
Kewilaya
han 

RAD.03.

07 
Kepend
udukan 

RAD.03.07

.01 
Pembinaan 
Kependud
ukan 
Regional 

RAD.03.07.0

1.01 
Penduduk 

        
Dinas 

Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

65 Jumlah 
Desa/Kelurah

an Yang 
Memiliki 
Sarana 
Kesehatan 
Menurut 

Kesehat
an 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Kesehatan 
Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.04 
Perlindun

gan 
Sosial 
dan 
Kesehata
n 

RAD.04.
01 

Kesehat
an 

RAD.04.01
.04 

Pelayanan 
Kesehatan 

RAD.04.01.0
4.03 Jumlah 

Desa/Kelura
han Yang 
Memiliki 
Sarana 
Kesehatan 

        
Dinas Kesehatan 
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Kecamatan di 
Kabupaten 
Sumedang 

Menurut 
Kecamatan 
di 

Kabupaten 
Sumedang   

66 Jumlah 
Rumah sakit 
Umum, 
Rumah sakit 
Khusus, 

Rumah 
Sakit/Rumah 
Bersalin, 
Puskesmas, 

Klinik/Balai 
Kesehatan, 
Posyandu dan 
Polindes 
Menurut 

Kecamatan 

Kesehat
an 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Kesehatan 
Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.04 
Perlindun
gan 
Sosial 
dan 

Kesehata
n 

RAD.04.
01 
Kesehat
an 

RAD.04.01
.04 
Pelayanan 
Kesehatan 

RAD.04.01.0
4.02 Rumah 
Sakit 

        
Dinas Kesehatan 

67 Jumlah 

Penyakit 
Menurut 
Kecamatan di 
Kabupaten 
Sumedang 

Kesehat

an 

 
Terbuka Data 

Statistik 

Tahunan Dinas 

Kesehatan 

Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.04 

Perlindun
gan 
Sosial 
dan 
Kesehata

n 

RAD.04.

01 
Kesehat
an 

RAD.04.01

.05 
pencegaha
n dan 
pengendali
an 

penyakit 

RAD.04.01.0

5.02 
Pengendalia
n Penyakit 

        
Dinas Kesehatan 

68 Jumlah Orang 

yang 
meninggal 
akibat 
Punyakit 
Menurut 

Kecamatan di 
Kabupaten 
Sumedang 

Kesehat

an 

 
Terbuka Data 

Statistik 

Tahunan Dinas 

Kesehatan 

Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.04 

Perlindun
gan 
Sosial 
dan 
Kesehata

n 

RAD.04.

01 
Kesehat
an 

RAD.04.01

.05 
pencegaha
n dan 
pengendali
an 

penyakit 

RAD.04.01.0

5.01 
Pencegahan 
Penyakit 

        
Dinas Kesehatan 

69 Jumlah 
Perawatan dan 
Pelayanan Ibu 
Hamil 

Menurut 
Kecamatan di 
Kabupaten 
Sumedang 

Kesehat
an 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Kesehatan 
Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 

Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.04 
Perlindun
gan 
Sosial 

dan 
Kesehata
n 

RAD.04.
01 
Kesehat
an 

RAD.04.01
.04 
Pelayanan 
Kesehatan 

RAD.04.01.0
4.06 
Perawatan 
dan 

Pelayanan 
Ibu Hamil 

        
Dinas Kesehatan 

70 Jumlah 
Perawatan dan 
Pelayanan 

Bayi Menurut 
Kecamatan di 
Kabupaten 
Sumedang 

Kesehat
an 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Kesehatan 
Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.04 
Perlindun
gan 

Sosial 
dan 
Kesehata
n 

RAD.04.
01 
Kesehat

an 

RAD.04.01
.04 
Pelayanan 

Kesehatan 

RAD.04.01.0
4.05 
Perawatan 

dan 
Pelayanan 
Bayi 

        
Dinas Kesehatan 

71 Jumlah Kasus 
Penyakit 
Menurut 

Kecamatan 
dan Jenis 
Penyakit 

Kesehat
an 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Kesehatan 
Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

  
Ya 

  
RAD.04 
Perlindun
gan 

Sosial 
dan 
Kesehata
n 

RAD.04.
01 
Kesehat

an 

RAD.04.01
.05 
pencegaha

n dan 
pengendali
an 
penyakit 

RAD.04.01.0
5.01 
Pencegahan 

Penyakit 

        
Dinas Kesehatan 

72 Pemberdayaan 
Perempuan 
dan Anak 

Berdasarkan 
Kecamatan di 
Kabupaten 
Sumedang 

Pember
dayaan 
Peremp

uan 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Sosial/Dinas 
Pengendalian 

Penduduk 
Keluarga 
Berencana P3A 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.04 
Perlindun
gan 

Sosial 
dan 
Kesehata
n 

RAD.04.
03 
Pember

dayaan 
Peremp
uan 

RAD.04.03
.02 
Pemberday

aan 
Perempua
n 

- 
        

Dinas Sosial/Dinas 
Pengendalian 
Penduduk Keluarga 

Berencana P3A 
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73 Jumlah Status 
Kepemilikan 
Rumah 

Keluarga 
Miskin 
Kecamatan di 
Kabupaten 

Sumedang 

Kepemil
ikan 
Rumah 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas Sosial Dinas 

Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.04 
Perlindun
gan 

Sosial 
dan 
Kesehata
n 

RAD.04.
02 
Sosial 

RAD.04.02
.05 
Penangana

n Fakir 
Miskin 

RAD.04.02.0
5.01 
Keluarga 

Miskin 

        
Dinas Sosial 

74 Jumlah Status 
Kepemilikan 

Lahan 
Keluarga 
Miskin 
Kecamatan di 

Kabupaten 
Sumedang 

Kepemil
ikan 

Lahan 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas Sosial Dinas 

Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.04 
Perlindun

gan 
Sosial 
dan 
Kesehata

n 

RAD.04.
02 

Sosial 

RAD.04.02
.05 

Penangana
n Fakir 
Miskin 

RAD.04.02.0
5.01 

Keluarga 
Miskin 

        
Dinas Sosial 

75 Jumlah 

Rumah Tangga 
Miskin 
Mengkonsumsi 
Air Minum 

Berdasarkan 
Kecamatan di 
Kabupaten 
Sumedang 

Rumah 

Tangga 
Miskin 

 
Terbuka Data 

Statistik 

Tahunan Dinas Sosial Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

     
RAD.04 

Perlindun
gan 
Sosial 
dan 

Kesehata
n 

RAD.04.

02 
Sosial 

RAD.04.02

.05 
Penangana
n Fakir 
Miskin 

RAD.04.02.0

5.01 
Keluarga 
Miskin 

        
Dinas Sosial 

76 Jumlah 
Masyarakat 
Penerima 

Jamkes 
Berdasarkan 
Kecamatan di 
Kabupaten 
Sumedang 

Masyar
akat 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas Sosial Dinas 

Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.04 
Perlindun
gan 

Sosial 
dan 
Kesehata
n 

RAD.04.
02 
Sosial 

RAD.04.02
.03 
Manajeme

n Sosial 

RAD.04.02.0
3.01 
Masyarakat 

Penerima 
Jamkes 

        
Dinas Sosial 

77 Jumlah 
Pendidikan 

Siswa Miskin 
Berdasarkan 
Kecamatan di 
Kabupaten 
Sumedang 

Siswa 
Miskin 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas Sosial Dinas 

Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.04 
Perlindun

gan 
Sosial 
dan 
Kesehata
n 

RAD.04.
02 

Sosial 

RAD.04.02
.05 

Penangana
n Fakir 
Miskin 

RAD.04.02.0
5.02 

Pendidikan 
Keluarga 
Miskin 

        
Dinas Sosial 

78 Data Makam 
Di Kab. 

Sumedang 

Makam 
 

Terbuka Data 
Statistik 

Tahunan Dinas Sosial Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.04 
Perlindun

gan 
Sosial 
dan 
Kesehata
n 

RAD.04.
02 

Sosial 

RAD.04.02
.01 

pembinaan 
sosial 
regional 

RAD.04.02.0
1.01 Data 

Makam 

        
Dinas Sosial 

79 Data 
Pemakaman Di 

Taman Makam 
Pahlawan 
(TMP) Dan 
Makam 
Pahlawan 

Nasional (MPN) 
Kab Sumedang 

Makam 
 

Terbuka Data 
Statistik 

Tahunan Dinas Sosial Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.04 
Perlindun

gan 
Sosial 
dan 
Kesehata
n 

RAD.04.
02 

Sosial 

RAD.04.02
.01 

pembinaan 
sosial 
regional 

RAD.04.02.0
1.01 Data 

Makam 

        
Dinas Sosial 

80 Jumlah 
Sekolah, Guru, 
dan Murid 
Taman Kanak-
Kanak (TK) di 

Bawah 
Kementerian 
Pendidikan 
dan 
Kebudayaan 

Pendidi
kan 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Pendidikan 
Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

     
RAD.06 
Pendidika
n dan 
Tenaga 
Kerja 

RAD.06.
01 
Pendidi
kan 

RAD.06.01
.02 
pendidikan 
anak usia 
dini 

- 
        

Dinas Pendidikan 
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81 Jumlah 
Sekolah, Guru, 
dan Murid 

Sekolah Dasar 
(SD) di Bawah 
Kementerian 
Pendidikan 

dan 
Kebudayaan 

Pendidi
kan 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Pendidikan 
Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.06 
Pendidika
n dan 

Tenaga 
Kerja 

RAD.06.
01 
Pendidi

kan 

RAD.06.01
.03 
pendidikan 

dasar 

- 
        

Dinas Pendidikan 

82 Jumlah 

Sekolah, Guru, 
dan Murid 
Sekolah 
Menengah 

Pertama (SMP) 
di Bawah 
Kementerian 
Pendidikan 
dan 

Kebudayaan 

Pendidi

kan 

 
Terbuka Data 

Statistik 

Tahunan Dinas 

Pendidikan 

Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

     
RAD.06 

Pendidika
n dan 
Tenaga 
Kerja 

RAD.06.

01 
Pendidi
kan 

RAD.06.01

.04 
pendidikan 
menengah 

- 
        

Dinas Pendidikan 

83 Angka 

Partisipasi 
Murni (APM) 
dan Angka 
Partisipasi 
Kasar (APK) 

Menurut 
Jenjang 
Pendidikan 

Pendidi

kan 

 
Terbuka Data 

Statistik 

Tahunan Dinas 

Pendidikan 

Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.06 

Pendidika
n dan 
Tenaga 
Kerja 

RAD.06.

01 
Pendidi
kan 

RAD.06.01

.01 
pembinaan 
pendidikan 
regional 

- 
        

Dinas Pendidikan 

84 Jumlah 
Persampahan 
di Kabupaten 
Sumedang 

Sampah 
 

Terbuka Data 
Statistik 

Tahunan Dinas 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 

Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 

Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.07 
Lingkung
an dan 
Sumber 

Daya 
Alam 

RAD.07.
05 
Lingkun
gan 

Hidup 

RAD.07.05
.02 
Pelestarian 
Lingkunga

n Hidup 

RAD.07.05.0
2.15 
Persampaha
n 

        
Dinas Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 

85 Jumlah 
Pengolahan 
Sampah di 
Kabupaten 
Sumedang 

Sampah 
 

Terbuka Data 
Statistik 

Tahunan Dinas 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 

Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

     
RAD.07 
Lingkung
an dan 
Sumber 
Daya 

Alam 

RAD.07.
05 
Lingkun
gan 
Hidup 

RAD.07.05
.02 
Pelestarian 
Lingkunga
n Hidup 

RAD.07.05.0
2.15 
Pengolahan 
Sampah 

        
Dinas Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 

86 Jumlah 

Lingkungan 
Hidup di 
Kabupaten 
Sumedang 

Sampah 
 

Terbuka Data 

Statistik 

Tahunan Dinas 

Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 

Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.07 

Lingkung
an dan 
Sumber 
Daya 
Alam 

RAD.07.

05 
Lingkun
gan 
Hidup 

RAD.07.05

.02 
Pelestarian 
Lingkunga
n Hidup 

RAD.07.05.0

2.10 Indeks 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

        
Dinas Lingkungan 

Hidup dan 
Kehutanan 

87 Timbunan 
Sampah 

Menurut 
Kecamatan 

Sampah 
 

Terbuka Data 
Statistik 

Tahunan Dinas 
Lingkungan 

Hidup dan 
Kehutanan 

Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.07 
Lingkung

an dan 
Sumber 
Daya 
Alam 

RAD.07.
05 

Lingkun
gan 
Hidup 

RAD.07.05
.02 

Pelestarian 
Lingkunga
n Hidup 

RAD.07.05.0
2.04 

Timbunan 
Sampah 

        
Dinas Lingkungan 
Hidup dan 

Kehutanan 

88 Kendaraan 
Operasional 
Pengelolaan 

Sampah 
Menurut 
kecamatan di 
Suemdang 

Pengelol
aan 
Sampah 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas 

Lingkungan 
Hidup dan 

Kehutanan 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.07 
Lingkung
an dan 

Sumber 
Daya 
Alam 

RAD.07.
05 
Lingkun

gan 
Hidup 

RAD.07.05
.02 
Pelestarian 

Lingkunga
n Hidup 

RAD.07.05.0
2.16 
Kendaraan 

Operasional 
Pengelolaan 
Sampah 

        
Dinas Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 

89 Pengamatan 
Unsur Iklim 
Menurut 

Bulan di 
Stasiun 
Sumedang 

Iklim 
 

Terbuka Data 
Statistik 

Tahunan Badan 
Meteorologi, 
Klimatologi, 

dan Geofisika 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.07 
Lingkung
an dan 

Sumber 
Daya 
Alam 

RAD.07.
05 
Lingkun

gan 
Hidup 

RAD.07.05
.03 
Manajeme

n Iklim 
dan Cuaca 

- 
        

Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan 
Geofisika 
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90 Jumlah 
Sekolah, Guru, 
dan Murid 

Raudatul 
Athfal (RA) di 
Bawah 
Kementerian 

Agama 

Pendidi
kan 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Kantor 

Kementerian 
Agama 

Kabupaten 
Sumedang 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.08 
Budaya 
dan 

Agama 

RAD.08.
01 
Agama 

RAD.08.01
.02 
Pendidikan 

Agama 

- 
        

Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten 
Sumedang 

91 Jumlah 
Sekolah, Guru, 

dan Murid 
Madrasah 
Ibtidaiyah (MI) 
di Bawah 

Kementerian 
Agama 

Pendidi
kan 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Kantor 

Kementerian 

Agama 
Kabupaten 
Sumedang 

Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.08 
Budaya 

dan 
Agama 

RAD.08.
01 

Agama 

RAD.08.01
.02 

Pendidikan 
Agama 

- 
        

Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten 

Sumedang 

92 Jumlah 

Sekolah, Guru, 
dan Murid 
Madrasah 
Tsanawiyah 

(MTs) di 
Bawah 
Kementerian 
Agama 

Pendidi

kan 

 
Terbuka Data 

Statistik 

Tahunan Kantor 

Kementerian 
Agama 
Kabupaten 
Sumedang 

Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

     
RAD.08 

Budaya 
dan 
Agama 

RAD.08.

01 
Agama 

RAD.08.01

.02 
Pendidikan 
Agama 

- 
        

Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten 
Sumedang 

93 Jumlah 
Sekolah, Guru, 
dan Murid 

Madrasah 
Aliyah (MA) di 
Bawah 
Kementerian 
Agama 

Pendidi
kan 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Kantor 

Kementerian 
Agama 

Kabupaten 
Sumedang 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.08 
Budaya 
dan 

Agama 

RAD.08.
01 
Agama 

RAD.08.01
.02 
Pendidikan 

Agama 

- 
        

Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten 
Sumedang 

94 Jumlah 
Perpustakaan 

berdasarkan 
Jenis di 
Kabupaten 
Sumedang 

Perpust
akaan 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Dinas Arsip 

dan 

Perpustakaan 

Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.08 
Budaya 

dan 
Agama 

RAD.08.
02 

Kebuda
yaan 

RAD.08.02
.04 

Pembinaan 
Kepustaka
an 

RAD.08.02.0
4.03 

Perpustakaa
n memenuhi 
standar 

        
Dinas Arsip dan 
Perpustakaan 

95 Jumlah ASN 
Berdasarkan 
Jenis Jabatan 

dan 
Pendidikan 

ASN 
 

Terbuka Data 
Statistik 

Tahunan Badan 
Kepegawaian 
dan 

Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.09 
Pemerinta
han 

Umum 

RAD.09.
06 
Aparatu

r 
Negara 

RAD.09.06
.01 
Pengelolaa

n Aparatur 
Negara 

RAD.09.06.0
1.01 
pembinaan 

kepegawaian 
instansi 

        
Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan 
Sumber Daya 

Manusia 

96 Jumlah 
Pegawai Negeri 
Sipil Menurut 
Jabatan dan 

Jenis Kelamin 
di Kabupaten 
Sumedang 

ASN 
 

Terbuka Data 
Statistik 

Tahunan Badan 
Kepegawaian 
dan 
Pengembangan 

Sumber Daya 
Manusia 

Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 

Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.09 
Pemerinta
han 
Umum 

RAD.09.
06 
Aparatu
r 

Negara 

RAD.09.06
.01 
Pengelolaa
n Aparatur 

Negara 

RAD.09.06.0
2.05 Pegawai 
Negeri Sipil 
Menurut 

Tingkat 
Golongan 
dan Jenis 
Kelamin 

        
Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

97 Jumlah 
Pegawai Negeri 
Sipil Menurut 

Tingkat 
Pendidikan 
dan Jenis 
Kelamin di 
Kabupaten 

Sumedang 

ASN 
 

Terbuka Data 
Statistik 

Tahunan Badan 
Kepegawaian 
dan 

Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.09 
Pemerinta
han 

Umum 

RAD.09.
06 
Aparatu

r 
Negara 

RAD.09.06
.01 
Pengelolaa

n Aparatur 
Negara 

RAD.09.06.0
2.02 Pegawai 
Negeri Sipil 

Menurut 
Tingkat 
Pendidikan 
dan Jenis 
Kelamin 

        
Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan 
Sumber Daya 

Manusia 
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98 Jumlah 
Pegawai Negeri 
Sipil Menurut 

Tingkat 
Kepangkatan 
dan Jenis 
Kelamin di 

Kabupaten 
Sumedang 

ASN 
 

Terbuka Data 
Statistik 

Tahunan Badan 
Kepegawaian 
dan 

Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.09 
Pemerinta
han 

Umum 

RAD.09.
06 
Aparatu

r 
Negara 

RAD.09.06
.01 
Pengelolaa

n Aparatur 
Negara 

RAD.09.06.0
2.01 Pegawai 
Negeri Sipil 

Menurut 
Tingkat 
Kepangkatan 
dan Jenis 

Kelamin 

        
Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan 
Sumber Daya 

Manusia 

99 Jumlah 

Penerbitan 
SKHPN 

SKHPN 
 

Terbuka Data 

Statistik 

Tahunan Badan 

Narkotika 
Nasional 

Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Persandian 

dan Statistik 

     
RAD.04 

Perlindun
gan 
Sosial 
dan 

Kesehata
n 

RAD.04.

01 
Kesehat
an 

RAD.04.01

.07 
Pemberant
asan 
Penyalahg

unaan dan 
Peredaran 
Gelap 
Narkoba 
(P4GN) 

RAD.04.01.0

7.01 
Penyuluhan 
P4GN 

        
Badan Narkotika 

Nasional 

100 Jumlah 
Penyuluhan 

Talkshow 
Informasi dan 
Edukasi P4GN 

P4GN 
 

Terbuka Data 
Statistik 

Tahunan Badan 
Narkotika 

Nasional/Kesba
ngpol 

Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika, 
Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.04 
Perlindun

gan 
Sosial 
dan 
Kesehata
n 

RAD.04.
01 

Kesehat
an 

RAD.04.01
.07 

Pemberant
asan 
Penyalahg
unaan dan 
Peredaran 

Gelap 
Narkoba 
(P4GN) 

RAD.04.01.0
7.01 

Penyuluhan 
P4GN 

        
Badan Narkotika 
Nasional/ 

Kesbangpol 

101 Jumlah Kasus 
Narkoba yg 
ditangani BNN 
per Kecamatan 

Narkob
a 

 
Terbuka Data 

Statistik 
Tahunan Badan 

Narkotika 
Nasional 

Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 

Persandian 
dan Statistik 

     
RAD.04 
Perlindun
gan 
Sosial 

dan 
Kesehata
n 

RAD.04.
01 
Kesehat
an 

RAD.04.01
.07 
Pemberant
asan 

Penyalahg
unaan dan 
Peredaran 
Gelap 
Narkoba 

(P4GN) 

RAD.04.01.0
7.03 Jumlah 
penyalahgun
a narkotika 

dan 
pengguna 
alkohoL 
yang 
mengakses 

layanan 
pasca 
rehabilitas 

        
Badan Narkotika 
Nasional 
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4.2a.3. Referensi Arsitektur Layanan (RAL) 

A. Pemahaman RAL 

RAL adalah sistem pengklasifikasikan layanan pemerintah yang 

dihasilkan oleh proses bisnis tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan 

pada Sub Bab RAB. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-fungsi yang ada 

di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan dapat mengidentifikasi dan 

mengelompokan layanan pemerintah yang ada, sehingga menjadi tematik 

layanan pemerintah terintegrasi. Dengan adanya pengelompokan yang 

tepat akan lebih mudah menghindari terjadinya duplikasi dan memberikan 

layanan pemerintah secara komprehensif. 

Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses 

bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik 

layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, 

program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan 

pemerintah. Untuk itu RAL diklasifikasikan berdasarkan perspektif 

penerima manfaat. Dalam hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah 

masyarakat seperti penerapan SPM dan dunia usaha seperti penerapan 

Cipta Kerja (eksternal dari pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan 

publik (Government to Citizen/G2C dan Government to Business/G2B) dan 

bila penerima manfaat tersebut adalah instansi pemerintah ataupun 

aparatur negara (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai 

layanan administrasi pemerintahan (Government to Government/ G2G, 

Government to Employee/G2E).  

Diharapkan dengan penerapan RAL SPBE dalam melakukan 

identifikasi layanan pemerintah, maka dapat mempercepat terwujudnya 

agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik 

menuju layanan digital pemerintah terintegrasi, serta mempercepat 

tersedianya infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar melalui 

pelayanan secara komprehensif, menjadikan pemerintah yang bersifat user-

centric menuju penerapan Society 5.0. 

B. Struktur RAL 

Struktur dari RAL SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, 

yaitu: 

1) Domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke 

dalam domain layanan pemerintahan sebagai RAL tingkat 1 

(pertama); dan 
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2) Area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai 

dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan 

sebagai RAL tingkat 2 (kedua). 

Struktur dari RAL SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sumedang ditambah 2 (dua) tingkat, yaitu: 

1) Kategori layanan, sebagai RAL tingkat 3 (tiga) 

2) Sub Kategori layanan, sebagai RAL tingkat 4 (empat) 

Selanjutnya IPPD akan mendefinisikan di tingkat bawahnya, yang akan 

dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. 

 

C. Taksonomi RAL 

RAL terdiri dari 2 (dua) domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 40 

(empat puluh) area layanan di tingkat 2 (kedua). Sementara domain 

layanan tingkat 3 (tiga) dan 4 (empat) merujuk pada Proses Bisnis 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.  
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Tabel 4.4 

Referensi Arsitektur Layanan (RAL) 
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4.2a.4. Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA) 

A. Pemahaman RAA 

RAA adalah kerangka kerja untuk mengkategorikan aplikasi 

untuk membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan 

kembali, kolaborasi dan konsolidasi dari aplikasi. Definisi dari aplikasi 

itu sendiri, adalah satu atau sekumpulan program komputer dan 

prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan 

pemerintah (Perpres SPBE, Pasal 1 angka 21). 

Tujuan dari disusunnya RAA adalah menjadi acuan dalam 

mengklasifikasikan aplikasi dan komponennya. Dengan demikian 

pemetaan domain arsitektur aplikasi dapat disusun baik untuk kondisi 

saat ini maupun perencanaan pengembangannya. Berdasarkan 

informasi yang dihasilkan dari proses pemetaan tersebut, akan 

membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang 

ditemukannya duplikasi ataupun redundansi, peluang untuk berbagi 

pakai, ataupun untuk penggunaan kembali. 

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan RAA antara 

lain: 

1) Taksonomi RAA disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang 

memungkinkan terjadinya pengembangan dan/atau pengintegrasian 

fungsi lain/baru dalam penyediaan kemampuan TIK; 

2) Aplikasi yang berorientasi pada layanan;  

3) Didefinisikan sebagai hirarki komponen aplikasi; 

4) Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, 

aksesibilitas, dan pelaporan; 

5) Berbasis standar terbuka (open source); 

6) Terkorelasi dengan RAL, dan RAD melalui hubungan yang 

teridentifikasi dan didukung RAK. 

RAA berlaku secara nasional, sehingga IPPD akan menggunakan 

bahasa yang sama dalam mendefinisikan aplikasi yang digunakan. 

Dengan demikian dapat dilakukan efisiensi. Pemetaan domain aplikasi 

SPBE yang menggunakan RAA akan dapat memantau dan 

mengevaluasi pemerataan infrastruktur TIK nasional. 

 

B. Struktur RAA 

Struktur dari RAA SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, 

yaitu: 
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1) Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam 2 

(dua) domain aplikasi sebagai RAA tingkat 1 (pertama); dan 

2) Area aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam area 

aplikasi sesuai dengan Struktur dari RAA SPBE Nasional ditambah 2 

(dua) tingkat, yaitu: 

a. Kategori aplikasi, yang merupakan pengelompokan dari 

penjabaran RAL di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 

sebagai tingkat 3 (tiga). 

b. Sub Kategori aplikasi, yang merupakan pengelompokan dari 

penjabaran RAA tingkat 3 di Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sumedang sebagai tingkat 4 (empat) masing-masing domain 

aplikasinya sebagai RAA tingkat 2 (kedua). 

 

C. Taksonomi RAA 

RAA terdiri dari 4 (dua) domain aplikasi, yaitu: Domain aplikasi 

di tingkat 1, Area Aplikasi di tingkat 2, Kategori Aplikasi di tingkat3 (tiga)  

dan Sub Kategori Layanan untuk  tingkat 4 (empat). RAA menjadi acuan 

bagi penyusunan domain arsitektur aplikasi baik secara nasional 

maupun untuk IPPD dan menjadi dasar kebutuhan penyediaan 

infrastruktur TIK yang selanjutnya didefinisikan pada Referensi 

Arsitektur Infrastruktur (RAI). 
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Tabel 4.5 

Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA) 
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4.2a.5. Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI) 

A. Pemahaman RAI. 

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat 

lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan 

sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, 

perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya 

(Perpres SPBE, Pasal 1 angka 15). 

Tujuan dari disusunnya RAI adalah untuk memberikan dasar dalam 

mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK yang diperlukan untuk 

mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan 

dalam pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang 

direncanakan ke dalam peta domain arsitektur infrastruktur SPBE. 

Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur TIK yang 

dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam 

melakukan konsolidasi dan utilisasinya. 

Beberapa prinsip yang digunakan dalam penyusunan RAI adalah : 

1) Taksonomi RAI harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa 

depan, dan mengakomodasi teknologi baru; 

2) Didefinisikan sebagai hirarki elemen infrastruktur TIK; 

3) Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, 

aksesibilitas, dan pelaporan; 

4) Memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama; 

5) Berbasis standar umum (open standard); 

6) Dapat digunakan untuk mendukung RAA dan RAD melalui hubungan 

yang terindikasi dan didukung oleh RAK.  

RAI berlaku se-Kabupaten Sumedang, sehingga Perangkat Daerah 

menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan infrastruktur TIK 

yang dimiliki. Dengan demikian dapat dilakukan pemerataan infrastruktur 

TIK yang menjadi prioritas agenda pembangunan. 

 

B. Struktur RAI 

Struktur dari RAI SPBE Nasional pada 2 (dua) tingkat teratas, yaitu: 

1) Domain, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain sebagai 

RAI tingkat 1 (pertama); dan 

2) Area, yang mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam area sesuai 

dengan masing-masing domain infrastrukturnya sebagai RAI tingkat 2 

(kedua). 
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Struktur dari RAI SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 

ditambah 2 (dua) tingkat, yaitu: 

1) Kategori Infrastruktur; dan 

2) Sub Kategori Infrastruktur. 

 

C. Taksonomi RAI 

RAI terdiri dari 3 (tiga) domain di tingkat 1 dan 8 (delapan) area di tingkat 

2 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ditambah di tingkat 3 

(tiga) dan 4 (empat). 

 

Tabel 4.6 

Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI) 
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4.2a.6. Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK) 

A. Pemahaman RAK 

RAK pada SPBE disusun dengan maksud sebagai kerangka dasar 

dalam mendeskripsikan pengendalian keamanan data dan informasi, 

infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu dalam SPBE nasional dan 

menjadi acuan bagi IPPD. 

Kerangka dasar ini menjadi panduan dalam pengintegrasian 

keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE 

nasional dan juga menjadi acuan bagi IPPD, sehingga dapat dilakukan 

pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pengujian kelaikan 

keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif. Secara tidak 

langsung, RAK akan turut mengawal pelaksanaan pembangunan di 

Indonesia dan pada umumnya akan turut melancarkan pelaksanaan 

pemerataan infrastruktur TIK. 

B. Struktur RAK 

Struktur dari RAK SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu: 

1) Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam 

domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan 

dan uji kelaikan keamanan, sebagai RAK tingkat 1 (pertama); dan 

2) Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area 

keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur 

SPBE sebagai RAK tingkat 2 (kedua). 

 

C. Taksonomi RAK 

RAK terdiri dari 3 (tiga) domain keamanan di tingkat 1 dan 9 (sembilan) 

area keamanan di tingkat 2. RAK menjadi acuan bagi penyusunan 

domain arsitektur keamanan SPBE baik secara nasional maupun untuk 

IPPD. 
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Tabel 4.7 

Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK) 
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6.2 Peta Jalan SPBE Kabupaten Sumedang 2021-2025 

 

Tabel 6.2 
Peta Jalan SPBE Kabupaten Sumedang 2021-2025 

 

No Project/Activities UIC 
Baseline 

2020 2022 2023 2024 2025 

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS :  

Layanan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik dan Layanan Publik Secara Elektronik yang Terintegrasi 

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD : (Inisiatif Strategis) 

1. Tata Kelola  

  a. Review kebijakan SPBE Existing       

     1) 
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Diskominfosanditik, 
Bagian Hukum 

- √       

     2) 

Peraturan Bupati Sumedang 50 Tahun 2021 tentang Manajemen 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

Bappppeda, Bagian 
Hukum 

√ √       

     3) 
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2015 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik 

Bagian Organisasi 

Setda, Bagian 
Hukum 

√   √     

  b. Pembahasan baru             

    

 1) Peta Jalan SPBE Bappppeda, 

Diskominfosanditik, 

Bagian Hukum 

√ √ √ √ √ 

    
 2) Audit TIK Diskominfosanditik, 

Bagian Hukum 
- √   √   

    
 3) Satu Data Indonesia Kabupaten Sumedang Diskominfosanditik, 

Bagian Hukum 
- √ √ √ √ 

  c. Arsitektur SPBE : Arsitektur Proses Bisnis             

     1) Perencanaan, Pengembangan konsep dan Sosialisasi Diskominfosanditik - √       

     2) Reviu pengelompokan dan penggabungan proses bisnis Diskominfosanditik - √ √ √ √ 

    3) Penyesuaian proses bisnis dengan layanan dan aplikasi Diskominfosanditik - √ √ √ √ 
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No Project/Activities UIC 
Baseline 

2020 2022 2023 2024 2025 

  d. Arsitektur SPBE : Arsitektur Aplikasi             

     1) Perencanaan, Pengembangan konsep dan Sosialisasi Diskominfosanditik - √ √ √ √ 

     2) 

Pelaksanaan Portofolio application assessment sekaligus penyusunan 

rencana pemeliharaan, pengembangan dan evaluasi secara periodik 
(6 bulan sekali) 

Diskominfosanditik - √ √ √ √ 

  e. Arsitektur SPBE : Arsitektur Data dan Informasi             

    
Pembangunan, sosialisasi, dan evaluasi terus menerus Arsitektur Data dan 

Informasi 
  - √ √ √ √ 

  f. Arsitektur SPBE: Arsitektur Infrastruktur             

     1) Evaluasi jaringan eksisting Diskominfosanditik - √ √ √ √ 

     2) Implementasi Cloud Native Design Diskominfosanditik -   √     

     3) Integrasi dengan sistem lain Diskominfosanditik - √ √ √ √ 

  g. Arsitektur SPBE : Arsitektur Layanan             

     1) Perencanaan, Pengembangan konsep dan Sosialisasi Diskominfosanditik - √ √ √ √ 

     2) Pengembangan Layanan terpadu yang terkait Diskominfosanditik - √ √ √ √ 

  h. Arsitektur SPBE : Arsitektur Keamanan             

     1) Perencanaan, Pengembangan konsep dan Sosialisasi Diskominfosanditik - √ √ √ √ 

     2) 
Pengembangan security yang sesuai dengan pengembangan 
infrastruktur SPBE 

Diskominfosanditik - √ √ √ √ 

  i. Roadmap             

     1) Perencanaan, Pengembangan konsep dan Sosialisasi Roadmap SPBE 
Bappppeda, 

Diskominfosanditik 
√ √ √ √ √ 

     2) Reviu dan Evaluasi Pelaksanaan Roadmap SPBE 
Bappppeda, 

Diskominfosanditik 
√ √ √ √ √ 

  j. Rencana dan Anggaran             

     1) 
Konsolidasi dan orkestrasi anggaran melalui Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah 

Bappppeda, 
BPKAD 

√ √ √ √ √ 

     2) 
Pencarian sumber pendanaan lain dari pihak ketiga (misalnya: CSR, 
HIbah, dll.) 

Bappppeda, 

BPKAD 
√ √ √ √ √ 

  k. Inovasi Proses Bisnis             
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No Project/Activities UIC 
Baseline 

2020 2022 2023 2024 2025 

    
1) Integrasi proses bisnis seluruh SKPD untuk proses bisnis yang 

seamless 

DPMPTSP, 

Diskominfosanditik 
√ √ √ √ √ 

    

2) Pengembangan open innovation system dengan kolaborasi bersama 

komunitas dan perguruan tinggi 
 

Bappppeda, 

Bagian Organisasi 
Setda 

- √ √ √ √ 

2. Manajemen 

  a. Manajemen Risiko             

    

1) Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berisi 

kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, 

struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE. 

Diskominfosanditik 

- √ √ √ √ 

    2) 

Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan 

pelaksanaan Manajemen Risiko yang termuat dalam Renstra/RKPD 

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik 

Diskominfosanditik - √ √ √ √ 

    
3) Penerapan manajemen risiko melalui komunikasi dan konsultasi 

melalui rapat berkala, rapat insidental, FGD 

Diskominfosanditik 
- √ √ √ √ 

    4) Penetapan konteks risiko SPBE Diskominfosanditik - √ √ √ √ 

    
5) Penyusunan identifikasi manajemen risiko SPBE dengan 

menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan 

area dampak 

Diskominfosanditik 
- √ √ √ √ 

    

6) Penyusunan identifikasi manajemen risiko SPBE dengan 

menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan serta level 

risiko SPBE 

Diskominfosanditik 

- √ √ √ √ 

    7) Penyusunan evaluasi Risiko SPBE Diskominfosanditik - √ √ √ √ 

    
8) Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan 

opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implentasi, dan 

penanggungjawabnya 

Diskominfosanditik 
- √ √ √ √ 

    
9) Penyusunan laporan manajemen risiko SPBE secara periodik dan 

insidental 

Diskominfosanditik 
- √ √ √ √ 

    10) Penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE Diskominfosanditik - √ √ √ √ 

    

11) Pelaksanaan sosilaisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi 

keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian 

dan Statistik 
 

Diskominfosanditik 

- √ √ √ √ 
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No Project/Activities UIC 
Baseline 

2020 2022 2023 2024 2025 

  b. Manajemen Keamanan Informasi             

    
1) Melaksanakan pengembangan Sistem Manajemen Keamanan 

Informasi (SMKI) di Kabupaten Sumedang Tahap-1 

Diskominfosanditik 
√ √       

    2) 
Melaksanakan pengembangan SMKI di Kabupaten Sumedang-Tahap 
2 

Diskominfosanditik 
- 

 
√   √ 

    
3) Penyusunan dokumen pedoman keamanan informasi Dinas 

Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik 
Diskominfosanditik 

- √ √ √ √ 

    

4) Pelaksanaan program kerja SPBE : menginventarisasi seluruh aset 
SPBE (data, informasi, aplikasi dan infrastruktur), pelaksanaan 

identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur 

tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman 
pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun Dinas 

Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik 

Diskominfosanditik 

- √ √ √ √ 

    
5) Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE oleh Dinas 

Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik 

Diskominfosanditik 
- √ √ √ √ 

    

6) Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan supervisi 

kemanan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian 

dan Statistik 

Diskominfosanditik 

- √ √ √ √ 

  c. Manajemen Data             

    

1) Menetapkan program kerja (rencana kerja) yang terarah terkait 

implementasi manajemen data, mempersiapkan pedoman internal di 

setiap unit yang diturunkan dari PERMENPAN 16 Tahun 2020, dan 
mempersiapkan output yang sesuai dengan pedoman manajemen 

data. 

Bappppeda dan 

Diskominfosanditik 
- √ √ √ √ 

    2) 

Mendokumentasikan seluruh proses rapat/kegiatan manajemen data 

(metadata), seperti: notulensi rapat, melakukan pemutakhiran 

pedoman manajemen data secara periodik yang dibuktikan dengan 
evidence notulensi rapat, dan mempersiapkan sistem pelaporan 

evaluasi manajemen data secara berkala. 

Bappppeda dan 

Diskominfosanditik 

- √ √ √ √ 

    
3) Penyusunan dokumen  pedoman Manajemen Data pada IPPD Bappppeda dan 

Diskominfosanditik 
- √       

    
4) Penyusunan Arsitektur Data Tingkat Daerah Kabupaten Sumedang Bappppeda dan 

Diskominfosanditik 
- √       

    
5) Perencanan data induk dan referensi Bappppeda dan 

Diskominfosanditik 
- √       
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No Project/Activities UIC 
Baseline 

2020 2022 2023 2024 2025 

    
6) Pengumpulan data induk oleh Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Bappppeda dan 

Diskominfosanditik 
- √       

    
7) Pemeriksaan data induk dan referensi Bappppeda dan 

Diskominfosanditik 
- √       

    
8) Penyebarluasan data induk dan referensi oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Bappppeda dan 

Diskominfosanditik 
- √ √ √ √ 

    
9) 

Pembaruan Data Induk dan Data Referensi 
Bappppeda dan 

Diskominfosanditik 
-   √ √ √ 

    
10) Penyimpanan data pada Pusat Data Nasional Bappppeda dan 

Diskominfosanditik 
-   √ √ √ 

    
11) Perencanaan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan 

jadwal pemutakhiran data 
Bappppeda dan 

Diskominfosanditik 
-   √ √ √ 

  d. Manajemen Aset TIK             

    
1) Membuat pedoman manajemen aset TIK yang mencakup; membuat 

Flowchart Bisnis proses Manajemen Aset TI K dan membuat format 

untuk laporan evaluasi aset TIK. 

BKAD, 

Diskominfosanditik 
- √       

    2) 
Menginventarisasi aset SPBE (data, informasi, aplikasi dan 

infrastruktur) Pemerintah Kabupaten Sumedang 
BKAD, 

Diskominfosanditik 
- √ √ √ √ 

    
3) Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sumedang 
BKAD, 

Diskominfosanditik 
- √ √ √ √ 

    
4) Penyusunan laporan pengadaan Aset TIK Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sumedang 
BKAD - √ √ √ √ 

    
5) Penyusunan atas penghapusan Aset TIK Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sumedang 
BKAD - √ √ √ √ 

  e. Manajemen SDM             

    

1) Pembuatan direktori kompetensi untuk mendukung Digital Literacy 

(programmer/DevOps, IT Project Management, IoT, AI, Data Scientist, 

Data Analyst, IT Security, ICT Audit) beserta profiling/ peta 
kebutuhan kompetensi sebelum melakukan pemenuhan kompetensi 

dan HR planning 

BKPSDM 

-   √ √ √ 

    

2) Penyusunan tahapan/proses pemenuhan kompetensi serta indikator 

penilaian kompetensi yang dilakukan oleh BKPSDM, beserta evidence 

evaluasi kompetensi yang dilakukan secara periodik. 

BKPSDM 

-   √ √ √ 
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No Project/Activities UIC 
Baseline 

2020 2022 2023 2024 2025 

    

3) Peningkatan kompetensi pegawai (training and development) yang 

sesuai dengan data TNA atau hasil dari penilaian evaluasi kinerja 
ASN oleh BKN dan BKPSDM 

BKPSDM 

√ √ √ √ √ 

    

4) Melaksanakan evaluasi kinerja pegawai dan evaluasi kompetensi 
SDM TIK secara periodik (talent pool-nine boxes secara lebih 

komprehensif) dengan mengacu pada digital literacy yang diharapkan 

(digital ethics, digital safety, digital culture) 

BKPSDM 

√ √ √ √ √ 

    

5) Kompentensi Sumber Daya Manusia SPBE : 

Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja terhadap jabatan TIK  

BKPSDM 

√ √ √ √ √ 

    6) Peta Jabatan Pemerintah Kabupaten Sumedang BKPSDM √ √ √ √ √ 

    
7) Rencana atau laporan pelaksanaan pengembagan kompetensi 

jabatan TIK Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 

BKPSDM 
√ √ √ √ √ 

    
8) Analisis kebutuhan pelatihan bagi pejabat TIK di Pemerintah 

DaerahKabupaten Sumedang 

BKPSDM 
√ √ √ √ √ 

  f. Manajemen Pengetahuan             

    
1) Mengembangkan aplikasi (portal) manajemen pengetahuan sesuai 

dengan proses manajemen perubahan 
BKPSDM dan 

Diskominfosanditik 
- √ √ √ √ 

    
2) Mengintegrasikan sistem ini  dengan aplikasi sejenis BKPSDM dan 

Diskominfosanditik 
- √ √ √ √ 

    
3) Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Pengetahuan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 
BKPSDM dan 

Diskominfosanditik 
- √ √ √ √ 

    

4) Penyusunan dokumen perencanaan Manajemen Pengetahuan SPBE 

yang memuat program kerja berdasarkan kategori Risiko SPBE dan 

target realisasinya   

BKPSDM dan 

Diskominfosanditik - √ √ √ √ 

    
5) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, 

pemyimpanan,penggunaan/pemanfaatan dan alih pengetahuan 

Diskominfosanditik 
- √ √ √ √ 

  g. Manajemen Perubahan             

    

1) Menyusun SOP Manajemen Perubahan SPBE Bagian Organisasi 

Setda, 
Diskominfosanditik, 

BKPSDM 

- √ √ √ √ 
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    2) Menyiapkan dokumen rencana perubahan Bappppeda - √ √ √ √ 

    

3) Penyusunan Log Manajemen perubahan pada unit kerja Pusat Data 

dan Informasi 

Bagian Organisasi 

dan 

Diskominfosanditik 

- √ √ √ √ 

    
4) Melaksanakan Manaejemen Perubahan SPBE Bag Organisasi dan 

Diskominfosanditik 
- √ √ √ √ 

  h. Manajemen Layanan SPBE             

    
1) Menginisiasi, merencanakan, sosialisasi dan implementasi mengenai 

Whistleblowing System kepada ASN dan juga masyarakat. 
Inspektorat Daerah 

dan 

Diskominfosanditik  

- √ √ √ √ 

    

2) Evaluasi layanan dengan SLA yang sudah jadi untuk setiap aplikasi, 

sehingga ada beberapa layanan publik menjadi microservice untuk 

memudahkan proses integrasi 

Diskominfosanditik - √ √ √ √ 

    
3) Penyediaan paltform layanan perijinan online Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
DPMPTSP dan 

Diskominfosanditik 
√ √ √ √ √ 

    
4) Penyediaan platform layanan kepegawaian online Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
BKPSDM dan 

Diskominfosanditik 
√ √ √ √ √ 

    
5) Penyediaan platform pengaduan dan pelaporan Rumah Sakit Umum 

Daerah 
RSUD dan 

Diskominfosanditik 
√ √ √ √ √ 

    6) Pengelolaan platform pelayanan dan pengaduan online Diskominfosanditik √ √ √ √ √ 

3. Layanan 

  a. Layanan Administrasi Pemerintahan             

    
1) Standarisasi dan sosialisasi layanan: pembuatan SLA, pembuatan 

FAQ, standar penyelesaian masalah (misal 3x24 jam) 
Diskominfosanditik - √ √ √ √ 

    
2) Implementasi layanan ke seluruh SKPD (sampai level Desa) dengan 

memanfaatkan teknologi AI, IoT, dan Big Data untuk meningkatkan 

kinerja aplikasi 

Diskominfosanditik - √ √ √ √ 

    3) Evaluasi dan Perbaikan Layanan Administrasi Pemerintahan Diskominfosanditik - √ √ √ √ 

  b. Layanan Publik             

    
1) Standarisasi aplikasi: pembuatan SLA, pembuatan FAQ, standar 

penyelesaian masalah (misal 3x24 jam) 
Diskominfosanditik - √ √ √ √ 
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2) Implementasi layanan ke seluruh SKPD (sampai level Desa) dengan 

memanfaatkan teknologi AI, IoT, dan Big Data untuk meningkatkan 
kinerja aplikasi 

Diskominfosanditik 

- √ √ √ √ 

    3) Evaluasi dan Perbaikan Layanan Administrasi Pemerintahan Diskominfosanditik - √ √ √ √ 

4. Infrastruktur             

  a. JIP             

    
1) Perencanaan kebutuhan kapasitas dan sebaran jaringan intranet dan 

extranet 

Diskominfosanditik 
√ √ √ √ √ 

    
2) Perluasan jaringan yang terhubung dengan fasilitas pengamanan 

firewall 

Diskominfosanditik 
√ √ √ √ √ 

    3) Persiapan dan pembangunan fasilitas NOC yang terpadu Diskominfosanditik - - √ - - 

  b. Jaringan Penghubung Layanan             

    

Integrasi horisontal dari semua layanan yang ada dan integrasivertikal dari 

e-office dengang layanan di provinsi dan di pusat (nasional), terutama yang 
menggunakan aplikasi berbagi pakai 

Diskominfosanditik 

√ √ √ √ √ 

  c. Pusat Data             

    

1) Sesuai dengan arsitektur data dan arsitektur layanan, maka pusat 

layanan data (dan organisasinya yang dedicated) dibangun dengan 
cloud native design sebagai inti pengembangannya 

Diskominfosanditik 

√ √ √ √ √ 

    2) Pelaksanaan lanjutan cloud native design dan microservice Diskominfosanditik   √     √ 

5. Aplikasi 

  a. E-Office Kabupaten             

    

Integrasi sistem layanan e-office: e-planning dengan e-budgeting, e-monev, 

e-database, e-procurement, e-keuangan, e-musrenbang, e-RPJMD, e-Office 

desa, dll secara bertahap 

Diskominfosanditik 

√ √ √ √ √ 

  b. E-Office Desa             

    

Implementasi aplikasi di semua desa yang mencakup: Administrasi 
Pemerintahan Desa (kinerja); Layanan Publik (Chatbot); e-sakip desa 

(penurunan kemiskinan dan stunting, standar kepuasan masyarakat); desa 

cantik/desa simpatik (Satu Data Indonesia) 
 

 

Diskominfosanditik 

√ √ √ √ √ 
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  C Tahu Sumedang             

    
1) Membangun layanan publik yang terintegrasi 

(tahu.sumedangkab.go.id) 

Diskominfosanditik 
- √ √ √ √ 

    

2) Kolaborasi dengan masyarakat (komunitas dan bisnis) untuk 

pengembangan aplikasi baru 

 

Diskominfosanditik 

- √ √ √ √ 

6. Audit SPBE 

  a. Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, Audit Keamanan SPBE             

    
1) Membuat rujukan formal/ pedoman pelaksanaan Audit SPBE 

(Infrastruktur, aplikasi, keamanan TIK). 
Inspektorat Daerah, 

Diskominfosanditik 
- √ √ √ √ 

    
2) Membuat rencana kerja terkait kegiatan audit infrastruktur, 

organisasi, aplikasi, dan keamanan TIK. 
Inspektorat Daerah, 

Diskominfosanditik 
- √ - √ - 

    
3) Menyiapkan SDM dengan sertifikasi yang tepat untuk melakukan 

audit SPBE secara internal. 
BKPSDM - √ - √ - 

    
4) Melaksanakan kegiatan audit SPBE baik secara internal dan 

eksternal secara teratur dan berkala. 
Inspektorat Daerah, 

Diskominfosanditik 
- √ - √ - 

    

5) Melaksanakan tindak lanjut hasil audit secara konsisten dan 

berkesinambungan 
Inspektorat Daerah , 

Diskominfosanditik, 
Perangkat Daerah 

Berkenaan 

- - √ - √ 

7. Audit TIK 

  
Audit TIK dengan menggunakan ISO 27001 dan/atau indeks KAMI 

 
            

  1) Memperkuat organisasi pelaksana Audit TIK Sekretariat Daerah - √ - √ - 

  
2) Membuat rujukan formal/ pedoman pelaksanaan Audit TIK sesuai dengan 

ISO 27001 dan atau Indeks KAMI 
Inspektorat Daerah, 

Diskominfosanditik 
- √ - √ - 

  
3) Membuat rencana kerja terkait kegiatan audit TIK. Inspektorat Daerah, 

Diskominfosanditik 
- √ - √ - 

  
4) Melaksanakan kegiatan audit TIK baik secara internal dan eksternal secara 

teratur dan berkala. 
Inspektorat Daerah, 

Diskominfosanditik 
- √ - √ - 
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5) Melaksanakan tindak lanjut hasil audit TIK secara konsisten dan 

berkesinambungan 
Inspektorat Daerah, 

Diskominfosanditik, 
Perangkat Daerah 

Berkenaan 

- - √   √ 
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